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Selayang Pandang 

 

Sepanjang 2017, LeIP melaksanakan beberapa kegiatan sebagai kelanjutan dari fokus lembaga di 

tahun 2016, yaitu pada area penguatan konsistensi dan kualitas putusan serta pengawasan 

peradilan. Untuk kedua fokus tersebut,  LeIP melanjutkan dukungan implementasi sistem kamar di 

Mahkamah Agung, serta kajian dan penyusunan panduan pengawasan pengadilan yang 

mengintrodusir penggunaan metode mystery shopper. 

 

Untuk meningkatkan efektifitas implementasi sistem kamar di Mahkamah Agung, sepanjang 2017 

LeIP intens memfasilitasi kerjasama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Mahkamah 

Agung Kerajaan Belanda (Hoge Raad der Nederlanden). Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, 

tahun 2017 menjadi tahun yang kritikal dalam kerjasama kedua lembaga mengingat tahun ini adalah 

tahun terakhir dari periode kerjasama yang disepakati dalam Memorandum of Understanding (MoU) 

yang ditandatangani di 2013. LeIP berperan menjembatani komunikasi kedua lembaga dan 

mengupayakan tujuan-tujuan substansial dari kerjasama ini bisa dicapai dan kerjasama yang 

terbangun dapat terus terjalin di periode selanjutnya. 

 

Selain kegiatan-kegiatan dalam dua fokus tersebut, di tahun 2017 juga dilaksanakan beberapa 

program dan kegiatan lain sebagai respon atas dinamika yang muncul dalam proses pembaruan, 

serta refleksi atas capaian pembaruan peradilan hingga saat ini. Di tahun ini, LeIP menginisiasi upaya 

untuk mengkonsolidasikan kembali gerakan bersama masyarakat sipil dalam proses pembaruan 

untuk mencapai hasil yang lebih selaras dengan kebutuhan dan ekspektasi publik. Kesadaran untuk 

melakukan konsolidasi  ini didorong oleh keprihatinan yang muncul dari diskusi atas beberapa kasus 

pidana yang ditangani oleh kolega dari organisasi masyarakat sipil yang bekerja mengadvokasi kasus 

hukum di pengadilan. Dua di antaranya adalah kasus Yusman—anak di bawah umur yang divonis 

hukuman mati oleh Majelis Hakim PN Gunung Sitoli, dan kasus Santa yang penasihat hukumnya 

hanya diberikan waktu 30 menit untuk menyiapkan pembelaan, padahal didakwa dengan hukuman 

mati. Kedua kasus tersebut seolah-olah menunjukkan bahwa gerak pembaruan selama hampir dua 

puluh tahun belum sepenuhnya berhasil menyentuh permasalahan dan kebutuhan dasar masyarakat 

atas pengadilan; yaitu, tegaknya prinsip-prinsip fair trial, terselenggaranya peradilan yang imparsial, 

sederhana, cepat dan berbiaya murah.  

 

Inisiasi untuk mengkonsolidasikan kembali gerakan kemudian disambut baik oleh beberapa 

organisasi-organisasi masyarakat sipil. Pada 2017, direncanakan suatu forum bagi masyarakat sipil 

untuk berefleksi bersama atas capaian-capaian pembaruan peradilan; serta bagaimana elemen-

elemen masyarakat sipil menyepakati pembagian peran masing-masing dalam upaya mendorong 

pembaruan peradilan. LeIP bersama beberapa organisasi masyarakat sipil lainnya dengan dukungan 

beberapa donor sekaligus, sepakat untuk menyelenggarakan forum yang disebut sebagai Indonesian 

Judicial Reform Forum (IJRF) tersebut pada awal 2018.  

  

Di akhir tahun 2017 LeIP kembali menghadapi tantangan yang cukup serius dalam hal ketersediaan 

sumber daya manusia ketika 4 (empat) orang peneliti muda—tiga di antaranya direkrut di tahun 

2016, mengundurkan diri dan memilih berkarir sebagai hakim. Secara positif situasi ini dapat 

dipandang sebagai suatu peluang ketika peneliti-peneliti yang sudah “terpapar” budaya kerja, nilai-

nilai profesionalisme dan integritas LeIP bisa masuk dan mewarnai secara langsung institusi 
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peradilan. Namun di sisi lain, situasi ini juga menunjukkan bahwa sebagai lembaga, LeIP perlu 

merumuskan pola karir dan manajemen SDM yang lebih baik lagi untuk menjamin kesinambungan 

dan eksistensi lembaga. 

 

Demikianlah selayang pandang program dan kegiatan LeIP di tahun 2017. Semoga capaian yang 

diraih tahun ini dapat disempurnakan di tahun-tahun yang akan datang, dan tantangan-tantangan 

yang muncul dapat direspon dengan lebih baik lagi. 

 

Salam hangat,  

Badan Pekerja dan Pengurus LeIP 
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A. Fokus dan Capaian 2017 

 

1. Pengawasan Peradilan 

 

Capaian: 

Tersusunnya naskah akademis dan draft keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Uji 

Integritas Pelayanan Publik Pengadilan (UIP3); keberhasilan uji coba operasi uji integritas pelayanan 

publik pengadilan menggunakan metode mystery shopper bersama Badan Pengawasan Mahkamah 

Agung RI di salah satu pengadilan negeri di Jakarta. 

 

Salah satu respon Mahkamah Agung atas banyaknya kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang 

menimpa pengadilan sepanjang tahun 2016 adalah dengan membentuk kelompok kerja peningkatan 

kepercayaan publik pada pengadilan melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 135/2016. 

Beberapa orang peneliti LeIP menjadi anggota dari Kelompok Kerja ini dan kemudian memberikan 

asistensi bagi Mahkamah Agung untuk menyiapkan beberapa kebijakan yang dipandang dapat 

memperkuat mekanisme dan impact dalam pelaksanaan fungsi pengawasan MA.  

 

Secara ringkas, metode mystery shopper adalah survei penggunaan layananan secara langsung dan 

tertutup yang lazim digunakan oleh sektor privat untuk menguji dan mengontrol kualitas layanan 

outlet atau frontliners mereka. Dengan metode ini, surveyor atau penguji yang diutus kantor pusat 

akan mendatangi outlet-outlet perusahaan seolah-olah sebagai costumer biasa untuk menguji 

apakah layanan yang diberikan oleh outlet tersebut sesuai dengan standar yang ditetapkan 

perusahaan. 

 

Metode ini dipandang dapat membawa impact signifikan dalam fungsi pengawasan oleh MA, 

sehingga MA kemudian berupaya mengembangkan dan mengadopsi metode mystery shopper dalam 

mekanisme pengawasan internal. Metode ini lah yang dirumuskan dalam naskah akademis dan draft 

keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Uji Integritas Pelayanan Publik Pengadilan 

(UIP3). Rumusan draft pedoman UIP3 yang disiapkan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung 

dengan asistensi LeIP bahkan juga mengintrodusir keterlibatan langsung elemen masyarakat sebagai 

pelapor dalam penggunaan metode ini. 

 

Asistensi LeIP dalam penyusunan pedoman UIP3 ini dilakukan dengan dukungan program USAID-

CEGAH, meliputi: 

a. Riset untuk penyusunan naskah akademis,  

b. Pelatihan penggunaan metode mystery shopper untuk aparatur Badan Pengawasan Mahkamah 

Agung, dan 

c. Ujicoba operasi UIP3 di pengadilan-pengadilan tingkat pertama di wilayah Sumatera Barat, 

Sumatera Utara, Banten, dan Maluku.  

 

Pada 2017 ini LeIP bersama Badan Pengawasan MA juga berkesempatan untuk melakukan operasi 

UIP3 menggunakan metode mystery shopper atas kasus riil berdasarkan pengaduan dari seorang 

advokat yang dimintai “pungutan liar” oleh oknum Panitera Pengganti di salah satu pengadilan 
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negeri di Jakarta. Operasi ini terhitung sukses dan sebagai  hasil akhirnya, Panitera Pengganti dan 

Ketua Majelis dari perkara yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin oleh Mahkamah Agung. 

 

 

 
Gambar 1 Pelatihan Mystery Shopper bersama Badan Pengawas Mahkamah Agung 

 

 

2. Konsistensi Putusan & Penguatan Sistem Kamar 
 

Capaian: 

(1) Menguatnya komitmen Mahkamah Agung untuk mewujudkan konsistensi putusan melalui 

implementasi sistem kamar; (2) Disahkannya konsep penyederhaan format putusan Mahkamah 

Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang 

Format (Template) dan Pedoman Penulisan Putusan atau Penetapan Mahkamah Agung; (3) 

Ditetapkannya rencana kerja penguatan sistem kamar dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI 

Nomor 190A/KMA/SK/X/2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pelaksanaan Program 

Penguatan Sistem Kamar pada Mahkamah Agung; (4) Tersusunnya kriteria substansi dan teknis 

database putusan pendukung riset penanganan perkara bagi penegak hukum. 

 

Tahun 2017 bisa dikatakan sebagai tahun dengan pencapaian paling penting dalam implementasi 

sistem kamar sejak diberlakukannya sistem kamar di Mahkamah Agung sejak 2011. Sebelumnya, 

penerapan sistem kamar sejak ditetapkan oleh Harifin Tumpa—Ketua Mahkamah Agung saat itu, 

menemui banyak tantangan. Sebagian kalangan hakim agung dan pejabat MA saat itu sempat 

memandang pemberlakuan sistem kamar menyulitkan dan memberikan mereka beban tambahan, 

terutama berkaitan dengan harus dilaksanakannya pleno kamar secara rutin—suatu mekanisme 

kunci untuk terbangunnya konsistensi putusan yang dicita-citakan melalui sistem kamar. Situasi ini 

terakhir kali teridentifikasi dalam evaluasi implementasi sistem kamar yang dilakukan oleh LeIP 

tahun 2014 dengan dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ). 
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Menguatnya Komitmen Mahkamah Agung Mewujudkan Konsistensi Putusan 

 

Berdasarkan hasil evaluasi pada 2014 tersebut di atas, sejak 2015 di bawah skema program Judicial 

Support Sector Program (JSSP), LeIP secara kontinu melaksanakan program-program asistensi untuk 

mendorong implementasi sistem kamar secara efektif di Mahkamah Agung. Pada 2017, LeIP 

memfasilitasi kunjungan kerja Pimpinan Mahkamah Agung ke Mahkamah Agung Kerajaan Belanda 

(Hoge Raad der Nederlanden). Agenda utama kunjungan ini adalah pertukaran pengalaman antara 

kedua lembaga dalam mewujudkan konsistensi putusan dan kesatuan hukum. Dalam kunjungan 

tersebut, Pimpinan Mahkamah Agung berkesempatan mengobservasi simulasi rapat-rapat pleno 

kamar yang dilaksanakan oleh beberapa kamar perkara di Hoge Raad. Selain itu, delegasi MA yang 

dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung RI juga mempelajari dan mendiskusikan bentuk-

bentuk dukungan organisasi lainnya yang tersedia di Hoge Raad untuk memberikan dukungan 

substansial para Hakim Agung untuk dapat menghasilkan putusan dengan kualitas sebaik-baiknya. 

Dalam artian, konsisten—atau mempertimbangkan secara hati-hati pendapat majelis-majelis hakim 

Hoge Raad dalam perkara-perkara terdahulu, serta menyediakan uraian pertimbangan hukum yang 

memadai untuk mendukung putusannya. 

 

Sekembalinya delegasi dari kunjungan kerja tersebut, inisiatif-inisiatif baru untuk memperkuat 
implementasi sistem kamar muncul dari Pimpinan MA. Program-program terkait sistem kamar yang 
sudah dimulai sebelum kunjungan diprioritaskan penyelesaiannya. Di antaranya adalah program 
penyederhanaan format putusan. LeIP yang sebelumnya hanya diminta untuk memberikan asistensi 
teknis untuk kamar perdata, kemudian juga diminta untuk memberikan asistensi untuk seluruh 
kamar perkara di Mahkamah Agung.   
 

 
Gambar 2 Salah satu diskusi dalam kunjungan kerja Mahkamah Agung ke Hoge Raad dengan  

dukungan teknis dari LeIP dalam program JSSP. (Den Haag, Mei 2017) 

 
Penyederhanaan Format Putusan Mahkamah Agung 
 
Penyederhanaan format putusan MA yang disusun dengan asistensi dari LeIP kemudian disahkan 
melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Format (Template) dan Pedoman 
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Penulisan Putusan atau Penetapan Mahkamah Agung. Penyederhanaan format putusan ini disambut 
baik oleh kalangan internal pengadilan maupun publik. Bagi kalangan internal, format putusan yang 
lebih sederhana berarti beban kerja minutasi putusan yang lebih ringan, sekaligus terminimalisirnya 
potensi kesalahan redaksional yang mungkin muncul dalam naskah putusan. Sementara bagi publik, 
putusan yang lebih sederhana menjanjikan proses penanganan perkara yang lebih cepat dan 
kemudahan untuk mencermati pertimbangan-pertimbangan hakim dalam putusan. 
 

 

 
Gambar 3 FGD dengan perwakilan organisasi advokat, jaksa dan akademisi 

 

 

 
Gambar 4 Rapat harmonisasi draft format putusan perdata dengan Kamar Agama dan TUN 
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Simulasi pengurangan jumlah halaman dalam beberapa putusan setelah penyederhanaan format 
putusan Mahkamah Agung: 
 

No. Nomor Putusan 
Jumlah halaman 

sebelum 
penyederhanaan 

Jumlah halaman 
setelah 

penyederhanaan 

1. No. 862 K/PDT/2012 97 10 

2. No. 96 K/Pdt/2016 156 9 

3. No. 775 K/Pdt/2016 21 6 

4. No. 651 K/Pdt/2015 74 7 

5. No. 3287 K/Pdt/2015 18 5 

6. No. 2580 K/Pdt/2013 72 5 

7. No. 499 PK/Pdt/2012 46 5 

8. No. 03 K/AG/JN/2016 17 6 

9. No. 1015 K/Pid.Sus/2015 118 14 

10. No. 220 K/Mil/2016 18 8 

11. No. 348 K/TUN/2015 84 6 

 
 
Rencana Kerja 5 Tahun Penguatan Sistem Kamar 
 
Salah satu penyebab dari tersendat-sendatnya implementasi sistem kamar yang teridentifikasi dalam 
evaluasi pada 2014 adalah belum tersusunnya suatu rencana kerja yang terstruktur untuk 
diimplementasikan dalam masa transisi, serta penunjukkan penanggungjawab definitif atas setiap 
kegiatan. Seiring dengan menguatnya komitmen Pimpinan untuk menerapkan sistem kamar secara 
lebih konsisten pada pertengahan 2017, LeIP mendukung Mahkamah Agung untuk mengidentifikasi, 
merencanakan, dan menunjuk penanggungjawab atas setiap kegiatan yang diperlukan.  
 
Hasil dari proses identifikasi tersebut kemudian ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung menjadi 
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 190A tentang Pembentukan Kelompok Kerja 
Pelaksanaan Program Penguatan Sistem Kamar pada Mahkamah Agung sebagai berikut: 
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Dengan teridentifikasinya kegiatan-kegiatan penting untuk mendukung peningkatan kualitas dan 
konsistensi putusan Mahkamah Agung, diharapkan dalam jangka panjang, putusan-putusan 
pengadilan bisa lebih terprediksi, kepastian hukum menguat, dan ruang gerak spekulan/mafia 
perkara menjadi lebih sempit. 
 
Tersusunnya Kriteria Substansi dan Teknis Database Putusan 
 
Sejak 2008 Mahkamah Agung mempublikasikan putusan-putusannya melalui sebuah portal untuk 
dapat diakses oleh masyarakat luas. Hingga akhir 2017, lebih dari 2 juta putusan pengadilan, baik 
putusan Mahkamah Agung maupun pengadilan-pengadilan di bawahnya diunggah untuk bisa 
diakses oleh publik pada situs Direktori Putusan-Pengadilan www.putusan.mahkamahagung.go.id.  
 
Terlepas dari masifnya jumlah putusan yang dipublikasikan pengadilan, putusan Mahkamah Agung 
masih dipandang belum memenuhi ekspektasi publik, terutama dari segi konsistensi dan minimnya 
penyajian pertimbangan hukum majelis hakim. Dengan latar belakang tersebut dan sebagai tindak 
lanjut dari kajian pengelolaan pengetahuan di Sektor Peradilan yang dilaksanakan tahun 2016, LeIP 
dengan dukungan program CEGAH-USAID melakukan asesmen untuk mengetahui kebutuhan Hakim 
atas informasi-informasi dalam putusan ketika melakukan riset untuk memutus perkara yang sedang 
mereka tangani; serta mekanisme pencarian yang mereka gunakan menggunakan sistem dalam 
jaringan (daring). Hasil asesmen yang telah tersusun ditargetkan menjadi panduan teknis bagi 
Mahkamah Agung untuk menyiapkan database putusan yang lebih sistematis, terklasifikasi dan 
dilengkapi kemampuan analitis yang sesuai dengan kebutuhan riset Hakim. 
 
 
 
 
 
 

http://www.putusan.mahkamahagung.go.id/
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3. Konsolidasi Gerakan Mendorong Pembaruan Peradilan yang Membawa Manfaat 

Konkret bagi Publik 
 

Capaian: 

(1) Terbangunnya pemahaman bersama tentang capaian dan pembagian peran dalam mendorong 

pembaruan peradilan dengan pimpinan beberapa organisasi masyarakat sipil; (2) Diperolehnya 

komitmen dari beberapa organisasi masyarakat sipil dan lembaga donor untuk melaksanakan 

Indonesian Judicial Reform Forum (IJRF) pada awal 2018. 

 

Pertanyaan yang “mengganggu” soal capaian pembaruan peradilan bagi masyarakat setelah lebih 

dari dua puluh tahun pembaruan dilaksanakan muncul dari suatu diskusi peneliti-peneliti LeIP 

dengan beberapa pengacara publik dari organisasi bantuan hukum yang melakukan advokasi kasus 

di pengadilan-pengadilan.  Para pengacara publik tersebut mengeluhkan proses peradilan yang harus 

mereka hadapi setiap hari. Mulai dari pungutan liar yang masih cukup sering mereka temukan, tidak 

profesionalnya aparat dalam menangani kasus yang mereka dampingi, sampai bentuk-bentuk 

pengabaian atau kesengajaan aparat atas hak-hak para pihak selama proses peradilan. Dua kasus 

yang sangat kuat menjadi ilustrasi dari situasi umum peradilan adalah kasus Yusman Telambuana di 

PN Gunung Sitoli yang peninjauan kembalinya ditangani oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban 

Kekerasan (KontraS) dan kasus Santa di PN Jakarta Barat yang didampingi oleh Lembaga Bantuan 

Hukum Masyarakat. 

 

Sebagai salah satu organisasi yang mendorong pembaruan melalui advokasi kebijakan dan 

pendekatan  kelembagaan,  LeIP menjadikan kedua kasus tersebut sebagai pengingat untuk selalu 

menjadikan kepentingan masyarakat sebagai basis dari setiap perubahan yang diupayakan. Untuk 

itu, LeIP memandang perlu adanya diskusi-diskusi intens antara organisasi-organisasi masyarakat 

sipil yang bekerja untuk mendorong pembaruan peradilan dari waktu ke waktu. Forum diskusi inilah 

yang dirasakan langka dalam beberapa waktu belakangan, yang menyebabkan terputusnya inisiatif 

organisasi-organisasi masyarakat sipil yang menggunakan pendekatan kelembagaan seperti LeIP 

dengan organisasi-organisasi yang menjadi bagian dari pressure group. Padahal, untuk memastikan 

agar perubahan yang didorong melalui kedua pendekatan itu mengarah pada tujuan dan hasil yang 

sama—yaitu untuk sebesar-besarnya kemanfaatan bagi publik, pemahaman akan apa yang dilakukan 

oleh satu sama lain adalah sangat penting. 

 

“Kegelisahan” LeIP tersebut disambut secara positif oleh organisasi-organisasi masyarakat sipil 

lainnya. Beberapa organisasi masyarakat sipil, yaitu Indonesian Corruption Watch (ICW), Masyarakat 

Pemantau Peradilan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI), Institute for Criminal 

Justice Reform (ICJR) dan  Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak 

Universitas Indonesia (Puskapa UI) setuju untuk bersama-sama menyelenggarakan forum yang 

disebut sebagai Indonesian Judicial Reform (IJRF). Dukungan dari beberapa donor untuk 

penyelenggaraan IJRF membuat forum ini menjadi kegiatan seperti yang dicita-citakan, yaitu wadah 

reflektif soal pembaruan bagi multi stakeholders.  
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Gambar 5 Kegiatan CSO Leader Summit 

 

4. Tata Kerja dan Kapasitas Lembaga 
 

Capaian: 

Keikutsertaan peneliti dan staf keuangan dalam kunjungan kerja dan program kepemimpinan 

internasional. 

 

Dari sisi penguatan kapasitas lembaga, sepanjang tahun 2017 exposure internasional terbuka cukup 

luas bagi staf dan peneliti LeIP. Hal ini disebabkan antara lain oleh pengelolaan program JSSP yang 

mengharuskan—sekaligus membuka kesempatan bagi staf dan peneliti untuk berinteraksi dan 

membangun jejaring dengan lembaga-lembaga counterpart program ini di Belanda.  

 

Tercatat lima orang peneliti LeIP dan satu orang staf keuangan mengikuti kegiatan di Belanda 

sepanjang 2017, mengikuti misi-misi program bersama Hoge Raad, Raad voor de Rechtspraak 

(Dewan/Komisi Yudisial), dan Studiecentrum Rechtspleging (Pusat Pelatihan dan Pembelajaran 

Yudisial); serta  sebuah program yang disebut Dutch Visitor’s Program for Democracy and Rule of 

Law Sector—sebuah program yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri Kerajaan Belanda 

untuk  individu-individu yang dinilai berpotensi mendorong perubahan di area demokrasi dan 

perwujudan supremasi hukum dari beberapa negara. 

 

Terlepas dari menguatnya peluang peningkatan kapasitas personil dengan adanya exposure 

internasional, di tahun 2017 LeIP mengalami tantangan kelembagaan penting dengan pengunduran 

diri empat orang peneliti muda secara bersamaan yang memilih untuk menempuh karir sebagai 

hakim. Meskipun dari sisi pelaksanaan program pengunduran diri keempat peneliti tersebut tidak 

berpengaruh signifikan, namun dari sisi kesinambungan lembaga, peristiwa ini menjadi pelajaran 

penting untuk merencanakan penyiapan SDM dalam rangka regenerasi di masa yang akan datang.  
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B. Evaluasi  
 

Mencermati uraian program dan kegiatan LeIP sepanjang 2017, ada beberapa hal yang bisa diambil 

sebagai evaluasi.  

 

Pertama, sebagian besar program dan kegiatan LeIP merupakan kelanjutan dari program-program 

atau inisiatif yang sudah dimulai dari tahun-tahun sebelumnya yang menunjukkan perkembangan ke 

arah yang diinginkan. Terutama, dalam bidang pengawasan pengadilan dan penguatan konsistensi 

putusan. Hal ini antara lain menunjukkan bahwa kegiatan dan pendekatan yang diambil selama ini 

sudah pada jalur yang tepat untuk mendorong pembaruan yang diinginkan. Namun di sisi lain, 

dengan ketersediaan sumberdaya dan pilihan-pilihan program yang diambil sepanjang 2017, ada 

area penting pembaruan yang belum terespon dengan baik dan optimal. Di antaranya adalah 

pembahasan RUU Jabatan Hakim yang bergulir sejak tahun 2016. 

 

Kedua, dari sisi kelembagaan, dengan pengunduran diri serentak sejumlah peneliti muda di tahun 

2017, proses regenerasi pada kelompok staf peneliti di LeIP akan masih menjadi tantangan dalam 

beberapa tahun ke depan.  

Dari kedua catatan di atas, ada beberapa arahan yang dapat dipertimbangkan dalam pelaksanaan 

kerja lembaga untuk beberapa tahun ke depan, yaitu: 

 Pemilihan program dalam beberapa tahun ke depan perlu dilakukan dengan selektif 

mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang ada pada lembaga. 

 Isu-isu prioritas yang dipandang esensial bagi pembaruan peradilan—misalnya pengaturan 

mengenai ketentuan jabatan hakim dalam RUU Jabatan Hakim, sepanjang memungkinkan, perlu 

diupayakan untuk menjadi program khusus dengan dukungan pemangku kepentingan yang 

relevan termasuk donor. Tujuannya adalah untuk memastikan keseimbangan beban kerja 

peneliti dalam penyiapannya, tanpa perlu membagi fokus dengan program lain yang memiliki 

deadline tersendiri dalam kontrak-kontrak dengan pihak ketiga. 

 Melihat kecenderungan besarnya peluang dan ruang yang tersedia bagi LeIP untuk 

melaksanakan berbagai program pembaruan yang didukung oleh beberapa donor; serta 

seringnya muncul permintaan atas keterlibatan LeIP dalam suatu program pembaruan dari 

Mahkamah Agung, instansi, atau organisasi masyarakat sipil lainnya, perlu dirumuskan strategi 

baru dalam pengimplementasian program. Misalnya, dengan membangun koalisi/konsorsium 

bersama organisasi masyarakat sipil lainnya, di mana LeIP bisa mengambil peran sebagai advisor 

dalam penyusunan metodologi dan perencanaan program, reviewer untuk menjamin kualitas 

keluaran program, serta fasilitator dalam proses-proses konsultasi dan advokasi hasil-hasil 

program. 

 Untuk melaksanakan regenerasi lembaga dalam jangka panjang, dalam satu atau dua tahun ke 

depan LeIP perlu mempertimbangkan proses rekrutmen yang rutin dan jumlah lebih besar dari 

sebelumnya, yang fokus pada penyiapan kompetensi, serta pengenalan nilai-nilai integritas dan 

profesionalisme yang diharapkan. 
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C. Pengelolaan Keuangan 
 
LeIP Sejak tahun 2000 hingga 2015 telah melakukan audit keuangan dengan hasil WAJAR TANPA 
PENGECUALIAN. Laporan Keuangan LeIP tahun 2017 sedang memasuki proses audit oleh akuntan 
publik. 
 
Aktiva bersih yang dimiliki LeIP pada akhir tahun 2017 adalah sebesar Rp.507.179.370,- yang berasal 
dari saldo tahun lalu sebesar Rp.552.819.890,- dikurangi Rp.45.640.520,- yang merupakan  selisih 
pendapatan dikurangi biaya tahun ini. Jika dilihat dari besarnya kas lancar LeIP, dengan asumsi biaya 
overhead yaitu untuk gaji, sewa kantor dan operasional Rp. 198.148.198,-/bulan sehingga dana kas 
tersebut akan mampu mendanai selama kurang lebih 2,6 bulan, dengan catatan dalam waktu 
tersebut LeIP dalam menjalankan kegiatannya tidak mendapat dana dari donor atau pihak manapun. 
 
Berikut, adalah Laporan posisi Keuangan LeIP per 31 Desember 2017:  
(Dalam Rupiah) 

AKTIVA 

 

AKTIVA LANCAR  

  

- Kas dan setara kas                    3.817.381.500                 

- Piutang                        76.237.240             

- Biaya dibayar dimuka                       129.887.870                

  

JUMLAH AKTIVA LANCAR 3.336.124.350 

  

AKTIVA TETAP  

  

- Harga Perolehan 532.984.250                   

- Akumulasi Penyusutan 313.407.060 

  

JUMLAH AKTIVA TETAP                      219.577.190                   

  

JUMLAH AKTIVA                  4.243.083.800     

  

KEWAJIBAN DAN AKTIVA BERSIH 

 

KEWAJIBAN  

- Kewajiban Lancar                   3.735.904.430                

- Kewajiban Jangka Panjang 0 

  

JUMLAH KEWAJIBAN 3.735.904.430 

  

AKTIVA BERSIH  

- Tidak Terikat                   2.254.238.930                

- Terikat Temporer (1.747.059.560)           

  

JUMLAH AKTIVA BERSIH 507.179.370 

  

JUMLAH KEWAJIBAN DAN AKTIVA BERSIH 4.243.083.800      
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Berikut data keuangan program yang dikelola oleh LeIP pada tahun 2017 adalah sebagai berikut: 

 

Judicial Sector Support Program (JSSP) – CILC dan Kedutaan Belanda Rp. 4.637.247.200 

Pemantauan Pengadilan Tipikor – European Union                     Rp.   302.275.730 

Development of the Roadmap of Judiciary Knowledge Management 

System – Australia Indonesia Partnership for Justice/AIPJ 

                    Rp.   293.986.100 

Regulatory Review of The Civil Service and Public Services Law – 

Yappika –MSI-CEGAH 

 

Rp.    338.912.760 

Mengembangkan Sarana Mystery Shopper untuk Peningkatan 

Kualitas Layanan Pengadilan – USAID-MSI-CEGAH 

Rp.    623.896.760 

Peningkatan Efektivitas Sektor Kehakiman dalam Menuntut dan 

Mengadili Kasus Korupsi – USAID-MSI-CEGAH 

Rp. 1.282.653.370 

Formulated Draft Bill on Electronic Evidence and Formulate PERMA 

on Electronic Evidence – Kemitraan  

                    Rp.       1.692.000 

Legal Research and Strengthening Judicial Capacity on The 

Interpretation of The Blasphemy Laws and International Principles on 

Human Rights – The Norwegian Ministry of Foreign Affairs 

Rp.   210.844.660 

Pengelolaan Pelibatan Organisasi Masyarakat Sipil dalam Pembaruan 

MA RI melalui Kantor Tim Pengelolaan Pembaruan Peradilan - 

Australia Indonesia Partnership for Justice/AIPJ2 

Rp.  549.680.160 

Diskusi rancangan RKUHP - Australia Indonesia Partnership for 

Justice/AIPJ 

Rp.   51.406.700 

 

 

Pada tahun 2017 total biaya operasional lembaga adalah dengan komposisi sebagai berikut: 

 

 
 

 

 

 1,779,257,616  

 118,740,000  

 283,027,800  

 196,752,960  

Komposisi Biaya Operasional 2017 

Gaji Asuransi Sewa kantor Utilities
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Dalam 6 (enam) tahun terakhir, besaran dana yang dikelola oleh LeIP dalam bentuk Pendapatan dan 

Biaya adalah sebagai berikut: 

 

 

 
 

D. Daftar Program 2017 

Program Deskripsi Program 
Anggaran, Sumber 
Pendanaan dan Periode 
Pelaksanaan 

Judicial Sector Support 
Program (JSSP) 

Tujuan program JSSP adalah memberikan 
dukungan untuk penguatan kelembagaan 
institusi peradilan, yaitu Mahkamah Agung 
dan Kejaksaan Agung. 
 
Program ini terdiri dari 3 komponen. 
Komponen pertama adalah penguatan 
institusi pendidikan MA dan Kejaksaan 
bekerjasama dengan Studiecentrum 
Rechtpleging (SSR), lembaga diklat personil 
peradilan di Belanda. 
 
Komponen kedua adalah dukungan bagi MA 
untuk meningkatkan fungsi yudisialnya. 
Kegiatan-kegiatan difokuskan pada 
penguatan implementasi sistem kamar dan 
pembatasan perkara pada MA. 
 
Komponen ketiga adalah pengembangan 
sistem penganggaran berbasis kinerja 
(performance based budgeting system) yang 

€ 986.375,- Pemerintah 
Kerajaan Belanda, Agustus 
2014 – Januari 2018 
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Program Deskripsi Program 
Anggaran, Sumber 
Pendanaan dan Periode 
Pelaksanaan 

dilaksanakan bersama dengan Biro 
Perencanaan MA dan Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Bappenas). 

Improving Effectiveness 
of the Justice Sector 
(Supreme Court, 
Prosecutors and KPK) to 
Prosecute and 
Adjudicate Corruption 
Cases 

Program ini bertujuan meningkatkan 
efisiensi penuntutan dan pemeriksaan 
perkara tindak pidana korupsi (tipikor) di 
pengadilan melalui penguatan database 
yang membantu riset perkara para penegak 
hukum, serta penyamaan persepsi antara 
penuntut umum di Komisi Pemberantasan 
Korupsi dan Kejaksaan RI. Kegiatan-kegiatan 
yang dilakukan dalam pelaksanaan program 
ini adalah: 

- Audit dan Analisis Kesenjangan 
Konten Ideal yang Dibutuhkan 
Penegak Hukum pada Pusat-Pusat 
data Perkara Tindak Pidana Korupsi 

- Indeksasi, Anotasi dan Penelitian 
Problem Koordinasi Kejaksaan dan 
Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK) dalam Perkara Korupsi 

- Lokakarya penanganan perkara 
tipikor untuk penuntut umum KPK 
dan Kejaksaan RI 

 

Rp. 1.282.653.374,-  , TAF – 
USAID, Desember 2016 - 
2020 

Regulatory review of the 
Civil Service and Public 
Service Law 

Program ini dilaksanakan oleh LeIP sebagai 
bagian dari konsorsium yang dikoordinatori 
oleh YAPPIKA. Dalam konsorsium ini LeIP 
mendapatkan tugas untuk melakukan kajian 
mengenai posisi hukum (legal standing) dari 
Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam 
gugatan perkara tata usaha negara atas 
rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan 
oleh KASN. 
 
Sementara itu, YAPPIKA dan PATTIRO 
sebagai anggota konsorsium lainnya 
bertugas menganalisis kebutuhan atas revisi 
UU Pelayanan Publik dan UU Aparatur Sipil 
Negara. 

Rp.338.912.770,- CEGAH 
MSI-Yappika, February-
September 2017 
 
 

To develop a Mystery 
Shopper tool for 
Improving Quality of 
Court Service Delivery 

Program ini bertujuan untuk pengembangan 
sarana Mystery Shopper untuk peningkatan 
kualitas pelaksanaan layanan pengadilan. 
Kegiatan yang dilakukan antara lain: 

- Mengelola beberapa pertemuan 
berupa rapat koordinasi (dengan 
beberapa lembaga pemerintah, CSO, 
LAO, TAF dan Mitra Universitas yang 

Rp.623.896.750,- The Asia 
Foundation, 22 Mei - 30 
September 2017. 
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Program Deskripsi Program 
Anggaran, Sumber 
Pendanaan dan Periode 
Pelaksanaan 

relevan dengan topik program), 
Pertemuan konsultasi dengan 
KemenPAN-RB dan komisi 
Ombudsman, serta pertemuan 
Reguler dengan tim sistem Mystery 
Shopper. 

- Melaksanakan penelitian atas 
system Mystery Shopper yang 
diterapkan oleh KemenPAN-RB dan 
komisi Ombudsman saat ini dan alat 
pengawasan yang tersedia bagi MA 
RI / BAWAS MA untuk memantau 
pelaksanakan layanan pengadilan. 

- Mengembangkan sistem Mystery 
Shopper di MA RI untuk mengawasi 
layanan pengadilan di Pengadilan 
tingkat pertama dan banding. 

- Uji sistem Mystery Shopper yang 
baru 

- Melatih BAWAS MA dan unit terkait 
lainnya dibawah MA RI mengenai 
penerapan sistem dan sarana 
Mystery Shopper yang baru untuk 
menilai kualitas pelaksanaan 
layanan pengadilan. 

- Pembuatan laporan program, 
termasuk desain akhir dari sistem 
Mystery Shopper yang baru. 

Pengelolaan Pelibatan 
Organisasi Masyarakat 
Sipil dalam 
Pembaruan Mahkamah 
Agung RI 
melalui Kantor Tim 
Pengelolaan 
Pembaruan Peradilan 

Tujuan Program ini adalah mengelola 
operasional KTPP (Kantor Tim Pengelolaan 
Pembaruan Peradilan) di masa transisi dan 
merumuskan susunan dan mekanisme kerja 
yang sesuai dengan aspirasi masyarakat sipil 
dan pemangku kepentingan lainnya dalam 
proses pembaruan peradilan. 
Ruang lingkup pengelolaan meliputi: 

- Pelaksanaan Lokakarya Masyarakat 
Sipil di sektor pembaruan peradilan 

- Pengelolaan dan pelaporan 
administrasi dan keuangan KTPP 

- pengelolaan forum masyarakat sipil 
di sektor pembaruan peradilan. 

Rp.1.542.872.735,- AIPJ2, 
20 Juni 2017 – Februari 
2018 

Riset Penggunaan Alat 
Bukti Elektronik dalam 
Perkara-Perkara Pidana, 
Khususnya Tindak 
Pidana Korupsi 

Program ini dilaksanakan oleh dua peneliti 
LeIP, yaitu Arsil dan M. Tanziel Aziezi. 
Kegiatan dalam program ini adalah: 

- Laporan Proses Analisa 
Kesenjangan/Gap Analysis 

- Laporan kemajuan tentang 

Rp.250.250.000,- 
Kemitraan-BBE, 17 Juli 
2017-31 Mei 2018 
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Program Deskripsi Program 
Anggaran, Sumber 
Pendanaan dan Periode 
Pelaksanaan 

pengembangan rancangan naskah 
akademis dan rancangan RUU 
tentang bukti elektronik. 

- Naskah Akademis dan RUU tentang 
Bukti Elektronik 

 

Research and 
Strengthening Judicial 
Capacity on the 
Interpretation of the 
Blasphemy Laws and 
International Principles 
of Human Rights 
Program 

Program Penelitian hukum ini dilakukan 
dengan tujuan Penguatan Kapasitas 
Peradilan tentang Interpretasi Hukum 
Penodaan Agama dan Prinsip Internasional 
Hak Asasi Manusia. 
Kegiatan yang dilakukan dalam program ini 
antara lain: 

- Riset tentang Intepretasi Hukum 
Penodaan Agama (Blasphemy Law’s) 

- Drafting dan Diseminasi Panduan 
tentang Interpretasi Hukum 
Penodaan Agama (Blasphemy Law’s) 

- Pembuatan Kurikulum dan Modul 
Pelatihan  

- Pertemuan Pelatih (Trainers 
Convention) 

- Pelatihan untuk Hakim dan Jaksa 
 

Rp. 1.266.557.500,-  
The Norwegian Ministry of 
Foreign Affairs, September 
2017 – Juli 2018 
 

Indonesian Judicial 
Reform Forum (IJRF) 
atau Forum Pembaruan 
Peradilan Indonesia 

Untuk melihat kembali/berefleksi terhadap 
pendekatan dan hasil pembaruan yang telah 
dilaksanakan, LeIP bersama dengan 
beberapa organisasi masyarakat sipil dan 
lembaga donor yang fokus pada isu 
pembaruan hukum dan peradilan, serta 
terlibat aktif dalam berbagai program 
pembaruan Peradilan, merasa perlunya 
sebuah forum berskala besar yang belum 
pernah ada sebelumnya. Forum tersebut 
bertujuan mempertemukan lintas pemangku 
kepentingan dalam pembaruan peradilan 
secara regular. Selain berfungsi sebagai 
sarana evaluasi dan refleksi pembaruan, 
forum ini juga berfungsi sebagai media 
pertukaran pengetahuan yang bermanfaat 
bagi kemajuan pembaruan peradilan.  
Pelaksanaan IJRF bertujuan untuk 
mensosialisasikan program-program 
pembaruan, baik terhadap pihak internal 
maupun eksternal pengadilan, serta 
mengevaluasi dampak; efektivitas dan 
efisiensi program-program pembaruan yang 
telah dilaksanakan, baik terhadap internal 

Budget berupa dana 
sebesar Rp. 847.375.000,-  
berasal dari: 

1. JSSP sebesar Rp. 
313.650.000,- 

2. AIPJ2 sebesar Rp. 
243.225.000,- 

3. USAID-CEGAH 
sebesar Rp. 
168.400.000,- 

4. TAF sebesar Rp. 
74.100.000,- 

5. MAJU-TAF sebesar 
Rp. 48.000.000,- 

6. Selain berupa 
uang, Fasilitas 
berupa Expo, 
Equipment dan KIT 
for Forum di 
sediakan oleh 
UNDP-Sustain. 

7. Auditorium dan 
ruang diskusi Panel 
disediakan oleh 
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Program Deskripsi Program 
Anggaran, Sumber 
Pendanaan dan Periode 
Pelaksanaan 

pengadilan maupun terhadap masyarakat 
sebagai pengguna layanan pengadilan. IJRF 
juga bermanfaat sebagai media pertukaran 
pengetahuan terkait pembaruan peradilan 
di antara pemangku kepentingan yang 
terkait; dan sebagai media pelibatan publik 
secara lebih luas dalam program pembaruan 
peradilan.  
Penyelenggaraan IJRF pertama ini 
mengangkat tema “Measuring the Impact 
of Legal Reform to the Judicial Service 
Quality.”  
 

Perpustakaan 
Nasional Republik 
Indonesia. 

- Periode kegiatan 
adalah Desember 
2017 – Februari 
2018. 

Forum IJRF dilaksanakan 
pada tanggal 15 – 16 
Januari 2018. 

 
 
 
 



 


